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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Kualifikasi BI Checking Sebagai Alat Bukti Tulisan 

Posisi BI Checking sebagai alat bukti tulisan dalam Hukum Acara 

Perdata merupakan alat bukti yang sah, sebab berdasarkan teori 

individualisasi mengacu kepada peristiwa yang dituntut mempunyai 

hubungan dengan penuntut serta tuntutannya memiliki dasar hukum, yang 

tidak perlu dijelaskan bagaimana sejarah atau asal-usulnya. Bank sebagai 

kreditur hanya perlu membuktikan secara sederhana bahwa adanya 2(dua) 

atau lebih kreditur sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan pailit 

sebagaimana yang diatur dalam UUKP. Tuntutan mengenai adanya suatu 

wanprestasi yang terjadi antara debitur dan bank sebagai kreditur 

merupakan hal yang utama dalam UUKP sebab perbedaan jumlah utang 
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tidak menjadi masalah, dan dalam pembuktian sederhana juga tidak 

memperbolehkan adanya perkara lain yang harus dibuktikan. 

Selama bank sebagai kreditur dapat membuktikan adanya 2 (dua) atau 

lebih kreditur dengan menggunakan BI Checking yang salah satu utangnya 

telah jatuh tempo serta utang tersebut dapat ditagih, maka permohonan 

tersebut dapat dikabulkan. 

Tanpa melihat dan mempertanyakan sejarah dari bagaimana utang 

tersebut terjadi karena hal tersebut dapat dibuktikan ketika persidangan. 

Menurut UUKP, hukum acara yang berlaku untuk permohonan kepailitan 

dan penundaan kewajiban utang adalah Hukum Acara Perdata, yang 

kebenaran yang dicari adalah kebenaran formiil. Selama BI Checking diakui 

sebagai alat bukti tulisan yang diatur oleh KUHPer, maka berdasarkan 

norma hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanfaatan tanpa 

dipengaruhi oleh norma sosial dan juga penilian pribadi oleh hakim, BI 

Checking harus diakui menjadi alat bukti tulisan. Tetapi ada 2(dua) bentuk 

BI Checking tergantung bagaimana bank melakukan permohonan 

permintaan BI Checking kepada Bank Indonesia. 

BI Checking dalam bentuk kertas sebagai alat bukti tulisan memiliki 

kriteria yang memenuhi klasifikasi yaitu memuat tanda baca berupa titik, 

koma, titik dua, hubung sebagai tanda yang digunakan untuk pembaca dapat 

memahami apa yang dimaksudkan. Serta memiliki buah pikiran dari Bank 

Indonesia yang memberikan penilaian apakah debitur tersebut memiliki 

karakter yang baik atau tidak, sebagai informasi untuk menentukan debitur 

memiliki kredit macet atau tidak, dan manajemen risiko bank untuk 

menghindari risiko gagal bayar oleh debitur dalam memberikan kredit. Serta 
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BI Checking tersebut digunakan oleh bank sebagai alat bukti untuk perkara 

kepailitan. 

Serta diklasifikasikan sebagai alat bukti tulisan yang otentik karena 

sengaja dibuat untuk membuktikan karakter dari debitur, serta bentuk dan isi 

dari BI Checking telah ditentukan oleh Bank Indonesia, serta pejabat Bank 

Indonesia merupakan pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan BI 

Checking, tetapi terkait mengenai tidak adanya tanda tangan yang ada 

didalam BI Checking tersebut dikarenakan BI Checking dapat dicetak secara 

otomatis oleh sistem yang dimiliki oleh Bank Indonesia. 

Sehingga berdasarkan hal diatas maka BI Checking mempunyai posisi 

sebagai alat bukti tulisan yang merupakan akta otentik sesuai yang diatur 

oleh KUHPerdata, dan mengenai bentuk lain dari BI Checking yaitu dalam 

bentuk digital, memiliki posisi sebagai alat bukti tulisan yang mendapat 

perluasan oleh UUITE. BI Checking adalah informasi digital yang dibuat, 

diteruskan dan diterima yang dapat ditampilkan dan dilihat oleh system 

elektronik dan tidak mengalami perubahan atau dijamin keutuhannya. 

Sehingga berdasarkan kebenaran yang dicari adalah kebenaran formiil 

maka, selama BI Checking yang memiliki bentuk kertas ataupun digital, jika 

memiliki diakui oleh KUHPerdata memiliki posisi sebagai alat bukti tulisan 

maka BI Checking merupakan alat bukti yang sah dalam perkara kepailitan 

dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti tulisan yang merupakan akta 

otentik. 

5.1.2 Kepastian Hukum Dalam Pembuktian Sederhana 
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Penolakan terhadap permohonan kepailitan menggunakan BI 

Checking berdasarkan fakta bahwa adanya wanprestasi yang terjadi antara 

bank sebagai kreditur dan debitur serta adanya hubungan hukum dalam hal 

ini. Penggunaan alat bukti yang sah menurut KUHPer serta adanya norma 

sosial serta penilaian pribadi dalam menentukan penggunaan BI Checking 

sebagai alat bukti yang sah. Kebenaran formiil yang dicari oleh hakim 

adalah menurut KUHPerdata. 

UUKP memiliki penafsiran yang luas karena tidak ada penjelasan atau 

kejelasan konsep tentang apa itu pembuktian sederhana, sehingga terjadinya 

perbedaan penafsiran mengenai apakah BI Checking dapat dijadikan sebagai 

alat bukti atau tidak. Kebingungan mengenai acuan penggunaan BI 

Checking ini menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum. 

Bahwa penolakan terhadap penggunaan BI Checking sebagai alat 

bukti tidak mengacu kepada kebenaran formiil yang ingin dicari oleh 

KUHPer sebagai hukum acara dalam UUKP. Karena posisi BI Checking 

yang merupakan alat bukti yang sah menurut KUHPer.  

Mengenai pengenyampingan asas mengenai hirarki perundang-

undangan, yaitu asas lex superior derogate legi inferori (undang-undang 

lebih tinggi mengeyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah), UUITE sebagai undang-undang yang lebih tinggi seharusnya dapat 

mengeyampingkan peraturan Bank Indonesia dan surat edarannya, tetapi 

ada putusan yang menyampingkan dan ada yang tidak. 

Sehingga pembuktian sederhana dalam UUKP memiliki acuan yang 

berbeda, dan tidak memberikan kejelasan mengenai perilaku yang 
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seharusnya dilakukan dalam perkara kepailitan. Keraguan merupakan salah 

satu akibat dari ketidakpastian hukum dalam masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Saran 

1. Dilakukannya pembaharuan terhadap arti kata “sederhana” dalam 

pembuktian didalam kepailitan, pengertian atas sederhana menurut 

hukum yang merupakan proses beracaranya. Dalam pembuktian 

sederhana yang merupakan pembuktian yang disyaratkan menurut 

UUKP tetap menganut kepada KUHPer. Tetapi pembatasan terhadap 

kesederhanaan tersebut tidak disebutkan dengan jelas, dan mempunyai 

efek terhadap alat bukti yang dapat digunakan. Walaupun pembuktian 

sederhana mempunyai perbedaan dengan pembuktian KUHPer yang 

biasa, tetapi hal tersebut hanya berbeda dalam beracaranya tetapi tidak 

kepada alat bukti yang dapat digunakan. Sehingga pengaturan lebih 

lanjut mengenai arti dari kata sederhana itu sendiri, merupakan cara yang 

tepat dengan memberikan pengertian untuk proses acaranya, tanpa 
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adanya perkara lain yang harus dibuktikan tetapi alat bukti dan asas lain 

yang harus dilaksanakan tetap mengacu kepada Hukum Acara Perdata. 

2. BI Checking yang merupakan alat bukti tulisan sebagai akta otentik 

mempunyai kelemahan yaitu data yang diwajibkan harus diperbaharui 

maksimal dalam kurun waktu dua puluh empat (24) bulan atau dua (2) 

tahun, padahal keadaan peminjaman utang dan juga penyicilan utang 

tersebut serta kecepatan perubahan data yang sangat cepat tidak dapat 

dicatat lagi oleh BI Checking. Percepatan pemutakhiran dari BI Checking 

yang semula diwajibkan hanya 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) 

tahun, menjadi setiap dilakukannya kredit. Sehingga keakuratan datanya 

tetap dapat dijamin. 

3. Berdasarkan hierarki perundang-undangan, seharusnya peraturan dan 

surat edaran lainnya harus tetap mengikuti peraturan yang berada 

diatasnya. Tetapi jika ada peraturan yang berada dibawah undang-

undang mengenyampingkan undang-undang yang lebih tinggi dapat 

memberikan efek yang sangat merugikan. Berdasarkan klasifikasi alat 

bukti tulisan yang menentukan bahwa BI Checking dapat dijadikan alat 

bukti tulisan, tetapi peraturan Bank Indonesia dan juga surat edarannya, 

menyebutkan bahwa BI Checking tidak dapat digunakan sebagai alat 

bukti. hal tersebut dapat memberikan ketidakpastian hukum, sehingga 

seharusnya dapat dilakukan penerbitan Surat Edaran dan juga Peraturan 

Bank Indonsia yang baru mengenai penggunaan BI Checking sebagai 

alat bukti di pengadilan. 
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